






EFEKTIVITAS  PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIS GAMPONG 
PASCA PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
(Studi di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara) 
Thanthawi Ishak 
Penelitian ini tentang efektivitas peran dan fungsi sekretaris gampong pasca 
pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memilih lokasi di Kecamatan Tanah 
Jambo Aye. Permasalahan yang terjadi bahwa dari 47 gampong di Kecamatan Tanah 
Jambo Aye 16 gampong diantaranya telah memiliki sekretaris gampong berstatus 
sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun sudah 3 tahun bertugas belum memberikan 
dampak positif terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan gampong, 
sehingga tidak ada perbedaan antara pra dan pasca pengangkatannya sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas peran dan fungsi sekretaris gampong pasca 
pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini termasuk dalam jenis 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari peristiwa dan perilaku yang dapat diamati. Teknik memperoleh 
data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh 
melalui empat langkah yaitu koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan 
mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan yang digunakan dalam penelitan ini 
sebanyak 16 orang terdiri dari Camat Tanah Jambo Aye bersama aparaturnya, imuem 
mukim, keuchik, dan tokoh masyarakat yang ditentukan berdasarkan purposive. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari 47 gampong yang ada di Kecamatan Tanah Jambo 
Aye baru 16 gampong yang sudah memiliki sekretaris gampong berstatus Pegawai 
Negeri Sipil. Kesimpulannya bahwa peran dan fungsi sekretaris gampong pasca 
pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di 16 gampong di Kecamatan Tanah 
Jambo Aye sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing, 
walaupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terwujud secara efektif. 
Disarankan kepada Sekretaris Gampong yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri 
Sipil dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dengan memiliki 
kompetensi dalam bidang administrasi. Kepada Camat dan Keuchik hendaknya selalu 
memantau, mengawasi serta memberikan bimbingan sehingga sekretaris gampong 
dapat bekerja secara efektif. Diharapkan agar Camat dapat mencari solusi yang terbaik 
agar sarana dan prasarana administrasi gampong dapat terpenuhi secara memadai 
seperti kantor keuchik, komputer dan buku-buku administrasi gampong. 
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Gampong (desa) merupakan 
bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berada di bawah 
Pemerintah Kecamatan dan 
Kabupaten/Kota. 
Istilah gampong hanya dikenal di 
Provinsi Aceh sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 
Tentang Pemerintahan Aceh. Secara 
umum Gampong sama artinya 
dengan desa di Indonesia (Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2007 
Tentang Pemerintah Daerah). 
Gampong sama artinya dengan 
nagari di Sumatera Barat, sama 
artinya dengan rembang di 
Kalimantan, dan sama artinya dengan 
negeri di Sulawesi. Dengan demikian 
istilah gampong sama artinya dengan 
desa. 
           Penyelenggaraan 
pemerintahan gampong dilaksanakan 
oleh pemerintah gampong yaitu 
keuchik (kepala desa dan perangkat 
gampong) beserta Badan 
Permusyawaratan Gampong atau 
Tuha Peut Gampong sebagai 




gampong, maka keuchik (kepala desa) 
dibantu oleh Sekretaris Gampong  
yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil 
dan diangkat oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota atas nama 
Bupati/Walikota. Dengan demikian 
bahwa Sekretaris Gampong 
merupakan pimpinan sekretariat 
gampong (desa). Sebagai pimpinan 
sekretariat, maka Sekretaris 
Gampong bertugas dan berfungsi 
mengkoordinir semua urusan-urusan 
administrasi kesekretariatan 
gampong. 
Kebijakan tentang status 
Sekretaris Gampong menjadi Pegawai 
Negeri Sipil merupakan ketentuan 
baru dalam pemerintahan di 
Indonesia yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 
tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pengangkatan Sekretaris Gampong 
menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam 
pasal 1 ayat 3, dinyatakan bahwa 
“Sekretaris Desa adalah perangkat 
desa yang bertugas membantu kepala 
desa dalam bidang tertib administrasi 
pemerintahan dan pembangunan 




masyarakat”. Hal ini sebagai langkah 
dan upaya untuk memperbaiki 
kualitas sistem administrasi 
pemerintahan negara secara umum, 
dan penyelenggaraan pemerintahan 
di tingkat gampong secara khusus. 
Pengangkatan Sekretaris 
Gampong  menjadi Pegawai Negeri 
Sipil dilakukan secara bertahap yaitu 
diawali pada tahun 2007 dan 
diselesaikan pada tahun 2009. 
Pentahapan pengangkatan Sekretaris 
Gampong menjadi  Pegawai Negeri 
Sipil ini dilakukan dengan 
memperhatikan urutan prioritas yang 
didasarkan pada usia tertua. Dengan 
demikian  maka Sekretaris Gampong 
yang memenuhi persyaratan  sesuai  
peraturan yang berlaku, maka peran 
dan fungsi, kinerja, loyalitas, 
tanggung jawab sebagai Pegawai 
Negeri Sipil yang baru, pada saat 
sekarang teruji akan kemampuan dan 
fungsinya sebagai aparat gampong 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Pada sisi lain Sekretaris 
Gampong (desa) dituntut  selain 
sebagai motivator kesekretariatan di 
Balai Gampong juga  sebagai  
penggerak administrasi gampong 
yang diembannya. Kenyataannya 
tidak menutup kemungkinan 
pelayanan administrasi  di rumah 
pada saat  istirahat di luar jam dinas / 
di rumah, masih harus  melayani 
surat menyurat kepada masyarakat 
yang  sangat membutuhkan surat 
mendadak/darurat tergantung 
masyarakat  di gampong (desa) 
masing-masing. Hal ini bermakna 
bahwa Sekretaris Gampong 
seharusnya bisa  memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat bahwa 
pentingnya disiplin mengurus surat 
dikantor/balai gampong (balai desa) 
atau di rumah Sekretaris Gampong 
(Sekretaris Desa). Masyarakat sering 
bersikap tidak mau tahu, yang 
penting keperluan dirinya dalam hal 
surat menyurat terlayani dengan 
cepat, tidak peduli surat tersebut di 
mana dibuat, oleh karena itu 
Sekretaris Gampong sangat dituntut 
pelayanan prima, cepat, mudah, dan 
memuaskan. 
Sekretaris Gampong yang 
diangkat dari Pegawai Negeri Sipil. 
diangkat oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota atas nama 
Bupati/Walikota. Perubahan status 
Sekretaris Gampong (desa) menjadi 




selain melaksanakan administrasi 
pemerintah gampong juga 
bertanggung jawab terhadap 
pelayanan administrasi pemerintah 
untuk kepentingan masyarakat. 
Berdasarkan observasi yang 
penulis lakukan menunjukkan bahwa 
di Kecamatan Tanah Jambo Aye, 
memiliki 47 gampong dengan 
penduduk 44.2471 jiwa. Adapun dari 
47 gampong tersebut di antaranya 16 
gampong yang telah memiliki 
Sekretaris Gampong yang berstatus 
”Pegawai Negeri Sipil”, dan 31 
gampong lagi berstatus non Pegawai 
Negeri Sipil, maka fungsi Sekretaris 
Gampong dilaksanakan oleh kepala 
urusan pemerintahan masing-masing 
gampong. Dengan demikian sebanyak 
31 gampong yang memiliki Sekretaris 
Gampong tetapi belum diangkat 
sebagai Pegawai Negeri Sipil  
Ditempatkannya Pegawai 
Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris 
Gampong berhubungan dengan 
modernisasi administrasi gampong 
(desa) yang selama bertahun-tahun 
berjalan lamban. Administrasi gampong 
yang baik memberi banyak manfaat. 
Pertama, semua aktivitas pemerintahan 
dan masyarakat dapat dicatat secara 
rinci. Kedua, semua uang yang 
diperoleh dan dimanfaatkan gampong 
(desa) dapat dipertanggungjawabkan. 
Ketiga, semua asset dan kekayaan 
gampong (desa) terlindungi. Keempat, 
semua dinamika kependudukan dapat 
ditangani. Kelima, kewajiban 
penyediaan layanan dan jasa publik 
dapat dipetakan. 
Semua kemanfaatan di atas, 
menjadi penting kemudian untuk 
memiliki seorang petugas administrasi 
gampong yang secara efektif dapat 
diarahkan untuk menertibkan 
administrasi gampong. Karena 
pekerjaan Sekretaris Gampong 
pertama-tama ditentukan oleh 
ketrampilan dan komitmen Sekretaris 
Gampong itu sendiri. Kebutuhan praktis 
inilah yang menjadi dasar penempatan 
Pegawai Negeri dalam posisi sebagai 
Sekretaris Gampong. 
Menjadi permasalahan adalah 
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris 
Gampong pasca pengangkatannya 
menjadi aparatur Pegawai Negeri Sipil 
sudah kurang efektif. Oleh karena 
menjadi Pegawai Negeri menjadi tujuan 
utama individu, hanya untuk 
memperkuat jaminan hidupnya dalam 




pasca pengangkatannya sebagai 
Pegawai Negeri perhatian terhadap 
tugas dan fungsinya sudah kurang 
efektif, ditandai dengan kepedulian dan 
tanggungjawab mulai menurun. 
Permasalahan lain adalah terjadinya 
dualisme kepemimpinan, yang secara 
operasional Sekretaris Gampong 
bertanggungjawab kepada Keuchik 
(Kepala Desa) dan secara organisasi 
sebagai Pegawai Negeri 
bertanggungjawab kepada camat selaku 
pembina aparatur pegawai negeri sipil  
di kecamatan. 
Hal ini terlihat pada kinerja 
Sekretaris Gampong sebelum (pra) 
pengangkatannya sebagai Pegawai 
Negeri Sipil bahwa kepedulian, 
tanggungjawab,  disiplin, dan loyalitas 
terhadap tugas dinilai baik. 
Keinginannya untuk menjadi Sekretaris 
Gampong semakin menonjol. Namun 
setelah (pasca) pengangkatannya 
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang 
seharusnya pelaksanaan tugas, peran 
dan fungsi berjalan lancar ternyata 
mulai menurun. Sikap kepedulian dan 
tanggungjawab terhadap tugas sudah 
berkurang, kualitas dan produktivitas 
kerja rendah sehingga semua tugas dan 
tanggungjawabnya sebagai Sekretaris 
Gampong tidak berjalan sebagaimana 
diharapkan. Oleh karena tujuan individu 
yang dicapai menjadi Pegawai Negeri 
sudah terwujud, ternyata berdampak 
negatif terhadap peran dan fungsinya 
setelah pasca pengangkatannya sebagai 
Pegawai Negeri. 
Berdasarkan kenyataan di 
atas maka menarik bagi penulis untuk 
melakukan penelitian yang berjudul 
“Efektivitas Fungsi dan Peran 
Sekretaris Gampong Pasca 
Pengangkatan Sebagai Pegawai 




1. Tujuan Pengangkatan Sekretaris 
Gampong dari Pegawai Negeri 
Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 
tentang Persyaratan dan Tata Cara 
bahwa tujuan pemerintah untuk 
menempatkan Pegawai Negeri 
menjadi Sekretaris Gampong adalah 
untuk memperlancar 
penyelenggaraan dan penataan 
administrasi gampong yang selama 
bertahun-tahun berjalan lamban, 
seperti penataan administrasi 




kemasyarakatan gampong. Oleh 
karena penataan dan pengelolaan 
administrasi gampong yang baik akan 
bermanfaat bagi gampong dan 
masyarakatnya antara lain bahwa, 
semua kegiatan pemerintahan dan 
kemasyarakatan dapat dicatat 
dengan rinci, semua dana yang 
diperoleh dapat 
dipertanggungjawabkan, semua aset 
dan kekayaan gampong  dapat 
dilindungi, semua dinamika 
kependudukan dapat ditangani 
dengan baik, dan kewajiban layanan 
dan jasa publik dapat dilaksanakan 
dengan baik. 
Sesuai Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 
tentang Pedoman Administrasi Desa 
bahwa administrasi gampong adalah 
keseluruhan proses kegiatan 
pencatatan data dan informasi 
mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan desa pada buku 
administrasi gampong (desa). Adapun 
jenis-jenis administrasi gampong 
meliputi administrasi umum, 
administrasi penduduk, administrasi 
keuangan, administrasi 
pembangunan, administrasi 
permusyawaratan desa, dan buku 
eskpedisi. 
Hal tersebut mengandung 
makna bahwa Sekretaris Gampong 
dituntut sebagai motivator  
kesekretariatan di balai Gampong, 
juga  sebagai penggerak administrasi 
gampong yang diembannya. 
Kenyataannya tidak 
menutup kemungkinan pelayanan 
administrasi di rumah pada saat 
istirahat diluar jam dinas/di rumah, 
masih harus  melayani surat 
menyurat kepada masyarakat  yang  
sangat membutuhkan surat 
mendadak/darurat tergantung 
masyarakat di gampong masing-
masing. Dengan demikian berarti 
bahwa Sekretaris Gampong 
hendaknya bisa  memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat bahwa 
pentingnya disiplin mengurus surat di 
kantor/balai gampong atau  di rumah 
Sekretaris Gampong.  
Sekretaris Gampong  yang 
diangkat dari Pegawai Negeri, 
diangkat oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota atas nama 
Bupati/Walikota. Perubahan status 
Sekretaris Gampong menjadi Pegawai 




administrasi pemerintah gampong, 
juga bertanggungjawab terhadap 
pemberian dan pelayanan 
administrasi pemerintah untuk 
kepentingan masyarakat. 
Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 
tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pengangkatan Sekretaris Gampong 
menjadi Pegawai Negeri bahwa 
“Sekretaris Gampong adalah 
perangkat desa yang bertugas 
membantu Kepala Desa dalam bidang 
tertib administrasi pemerintahan dan 
pembangunan serta pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat”. 
Adapun penyelenggaraan 
administrasi yang baik akan memberi 
manfaat bagi masyarakat gampong 
itu sendiri, antara lain : 
1. Semua aktivitas pemerintahan 
dan masyarakat dapat dicatat 
secara rinci 
2. Semua uang yang diperoleh dan 
dimanfaatkan gampong dapat 
dipertanggungjawabkan 
3. Semua asset dan kekayaan 
gampong (desa) terlindungi 
4. Semua dinamika kependudukan 
dapat ditangani 
5. Kewajiban penyediaan layanan 
dan jasa publik dapat dipetakan 
Berdasarkan kemanfaatan di 
atas, menurut analisa penulis 
menjadi penting memiliki seorang 
petugas administrasi gampong yang 
secara efektif dapat diarahkan untuk 
menertibkan administrasi gampong. 
Karena pekerjaan Sekretaris 
Gampong pertama-tama ditentukan 
oleh ketrampilan dan  komitmen 
Sekretaris Gampong itu sendiri. 
Kebutuhan praktis inilah yang 
menjadi dasar penempatan Pegawai 
Negeri dalam posisi sebagai 
Sekretaris Gampong. 
2. Efektivitas Peran dan Fungsi 
Sekretaris Gampong Pasca 
Pengangkatan Menjadi Pegawai 
Negeri Sipil 
Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa efektivitas  
peran dan fungsi Sekretaris Gampong 
pasca pengangkatan menjadi Pegawai 
Negeri Sipil  dinyatakan bervariasi, 
namun dapat disimpulkan bahwa 
peran dan fungsi Sekretaris Gampong  
sudah dijalankan, walaupun belum 
terwujud secara efektif. 
Sebagaimana telah dibahas 




pemerintah menempatkan Pegawai 
Negeri Sipil menjadi Sekretaris 
Gampong (desa) untuk meningkatkan 
dan modernisasi administrasi 
gampong yang selama bertahun-
tahun berjalan lamban. Administrasi 
gampong yang baik memberi banyak 
manfaat bagi pemerintahan dan 
pembangunan gampong yang 
menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2005 antara lain: 




























Pada sisi lain Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 
Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh 
Nomor 5 Tahun 2003 Tentang 
Pemerintahan Gampong ditegaskan 
bahwa Sekretaris Gampong (desa) 
berkedudukan sebagai unsur staf 
pembantu keuchik (kepala desa) dan 
memimpin sekretariat gampong atau 
ketatausahaan. Dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana di atas Sekretaris 
Gampong (desa) mempunyai fungsi 
















4. Pelaksanaan tugas 










dan kepala dusun 
pengkoordinasian 
tugas-tugas kepala 
urusan dan staf 



































































tugas lain yang 
diberikan oleh 
Kepala Desa 
Pada sisi lain Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
tahun 2006 tentang pedoman 
administrasi gampong menjelaskan 
bahwa administrasi gampong adalah 
keseluruhan proses kegiatan 
pencatatan data dan informasi 
mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan gampong pada buku 
administrasi gampong (desa).  
Pada sisi lain Qanun Aceh 
Nomor 5 Tahun 2003 Tentang 
Pemerintahan Gampong dinyatakan 
bahwa Tugas pokok, peran dan fungsi 
sekretaris gampong 
menyelenggarakan administrasi 
gampong (desa) meliputi: 
1. Administrasi Umum 
Administrasi umum meliputi 
kegiatan pencatatan data dan 
informasi mengenai kegiatan 
pemerintahan gampong (desa) 
pada buku administrasi umum 
yang  terdiri dari buku data 
peraturan gampong, buku data 
keputusan kepala desa (keuchik), 
buku data inventaris gampong, 
buku data aparat pemerintah 
gampong, buku data aset 
gampong, buku kas gampong, 
buku agenda, dan buku ekspedisi 
(Sumber : Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2007) 
 
2. Administrasi Penduduk 
Administrasi penduduk adalah 
kegiatan pencatatan data dan 
informasi mengenai penduduk 




Administrasi Penduduk. Bentuk 
Administrasi Penduduk terdiri 
dari : 
a. Buku Data Induk Penduduk 
b. Buku Data Mutasi Penduduk 
c. Buku Data Rekapitulasi 
Jumlah Penduduk Akhir Bulan, 
dan 
d. Buku Data Penduduk 
Sementara 
(Sumber : Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 
2007) 
 
3. Administrasi Keuangan  
Administrasi keuangan adalah 
kegiatan pencatatan data dan 
informasi mengenai pengelolaan 
keuangan pada Buku Administrasi 
Keuangan yang meliputi buku 
anggaran penerimaan dan 
pengeluaran, buku anggaran 
pengeluaran pembangunan, buku 
kas umum, buku Kas pembantu 
penerimaan dan pengeluaran 
pembangunan (Sumber : 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2007) 
4. Administrasi Pembangunan 
Administrasi pembangunan 
adalah kegiatan pencatatan data 
dan informasi pembangunan yang 
akan, sedang, dan telah 
dilaksanakan pada Buku 
Administrasi Pembangunan terdiri 
dari buku rencana dan kegiatan 
pembangunan, buku inventaris 
proyek, dan buku kader-kader 
pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat (Sumber : Qanun 
Aceh Nomor 5 Tahun 2003 dan 




5. Administrasi Permusyawaratan 
Desa 
Administrasi permusyawaratan 
desa (BPD) adalah kegiatan 
Pencatatan Data dan informasi 
mengenai BPD. Bentuk 
Adminstrasi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) 
terdiri dari buku data anggaran 
BPD, buku data keputusan BPD, 
buku data kegiatan BPD, dan 
buku agenda BPD. (Sumber : 
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 
2003) 
       Dalam hal pelaksanaan 
Administrasi Desa, Pemerintah 




membina dan mengawasinya. 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintah Kabupaten meliputi 
menetapkan pengaturan yang 
berkaitan dengan administrasi 
gampong, memberikan pedoman 
teknis pelaksanaan administrasi 
gampong, melakukan evaluasi dan 
pengawasan pelaksanaan 
administrasi desa, dan memberikan 
bimbingan, supervisi dan konsultasi 
pelaksanaan tentang administrasi 
gampong (Sumber : Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007) 
Pembinaan dan pengawasan 
yang dilakukan oleh Camat meliputi 
memfasilitasi administrasi, 
melakukan pengawasan administrasi 
gampong dan memberikan 
bimbingan, supervisi, dan konsultasi 
pelaksanaan administrasi gampong. 
 
2. Faktor yang Mempengaruhi 
Efektivitas Peran dan Fungsi 
Sekretaris Gampong Pasca 
Pengangkatan Sebagai Pegawai 
Negeri 
Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor yang 
mempengaruhi efektivitas  peran dan 
fungsi Sekretaris Gampong pasca 
pengangkatan menjadi Pegawai 
Negeri Sipil, menyatakan bahwa 
faktor sumber daya manusia yang 
meliputi pengetahuan, keterampilan 
dan  keahlian dalam menjalankan 
tugas pekerjaannya. Sumber daya 
manusia diwujudkan dengan 
berkemampuan adaptasibilitas, 
fleksibilitas, produktivitas, 
transparan, keberhasilan mencapai 
program, keberhasilan mencari 
sumber dana dan sumber daya.  
Hal tersebut di atas sesuai 
dengan grand teori yang disampaikan 
pakar (ahli) pada bab sebelumnya 
bahwa faktor yang mempengaruhi 
efektivitas peran dan fungsi 
Sekretaris gampong adalah: 
1. Sumber Daya Manusia 
Suber daya manusia (SDM) yang 
meliputi pengetahuan, 
keterampilan, dan keahlian 
sekretaris gampong dalam 
menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya dengan baik. 
2. Adaptasibilitas 
Faktor yang mempengaruhi 
efektivitas peran dan fungsi 
Sekretaris Gampong panca 
pengangkatannya menjadi 





adalah Sekretaris Gampong 
diharapkan berkemampuan untuk 
melakukan penyesuaian diri 
dalam komunitas Pegawai Negeri, 
serta kemampuan menyesuaikan 
diri dalam bidang tehnologi di 
mana Pegawai Negeri 
menjalankan tugasnya dalam 
bidang administrasi dengan 
memanfaatkan komputer. 
3. Fleksibilitas  
Faktor yang mempengaruhi 
efektivitas peran dan fungsi 
Sekretaris Gampong pasca 
pengangkatannya sebagai 
Pegawai Negeri adalah 
fleksibilitas. Maksudnya adalah 
Sekretaris Gampong dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya dapat diterima baik 
oleh semua golongan masyarakat. 
Fleksibilitas berarti juga dapat 
memberikan pelayanan secara 
adil tanpa ada penekanan bagi 
masyarakat. 
4. Produktivitas 
Produktivitas merupakan hasil 
kerja (kinerja) yang dicapai oleh 
seseorang Pegawai Negeri baik 
secara kuantitatif maupun secara 
kualitatif. Secara kuantitatif hasil 
kerja dapat dicapai dalam jumlah 
tertentu, seperti mengeluarkan 
surat izin bangunan dalam satu 
hari dapat dicapai 20 izin. Hal ini 
menunjukkan produktivitas 
kinerja yang tinggi. Secara 
kualitatif produktivitas berarti 
hasil kinerja dapat dicapai dalam 




keterbukaan, maksudnya adalah 
bahwa Sekretaris Gampong 
secara individu dapat memiliki 
sikap keterbukaan dalam 
penyelenggaraan administrasi 
gampong, terutama dalam bidang 
keuangan, kekayaan (aset) 
gampong. Keterbukaan 
menunjukkan adanya itikad baik, 
jujur, serta menjalankan peran 
dan fungsinya secara objektif. 
Pemimpin yang jujur adanya 
kesediaan menerima kritikan dan 
masukan dari berbagai pihak. 
6. Keberhasilan Mencapai Program 
Faktor yang mempengaruhi 
efektivitas peran dan fungsi 





Pegawai Negeri adalah 
keberhasilan mencapai program 
organisasi yang telah ditetapkan. 
Keberhasilan mencapai program 
organisasi sangat ditentukan oleh 
komunikasi serta kerjasama yang 
baik antara sesama teman dan 
antara bawahan dengan 
pimpinan. Dalam proses 
kerjasama inilah memerlukan 
administrasi yang baik. 
7. Keberhasilan Memperoleh 
Sumber Dana dan Sumber Daya 
Faktor yang mempengaruhi 
efektivitas peran dan fungsi 
Sekretaris Gampong pasca 
pengangkatannya sebagai 
Pegawai Negeri adalah 
kemampuan dan keberhasilan 
memperoleh sumber dana dan 
sumber daya dalam organisasi. 
Sumber dana dan sumber daya 
adalah faktor sangat menentukan 
terhadap mewujudkan efektivitas 
kinerja, peran dan fungsi 
Sekretaris Gampong pasca 
pengangkatannya sebagai 
Pegawai Negeri.  
Pasal 202 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pemerintahan Daerah 
mengamanatkan bahwa Sekretaris 
Gampong diisi dari Pegawai Negeri 
Sipil  yang memenuhi persyaratan. 
Sekretaris Gampong yang ada selama 
ini yang bukan Pegawai Negeri secara 
bertahap diangkat menjadi Pegawai 
Negeri Sipil sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Hal tersebut 
disebabkan karena banyaknya 
jabatan  
Kenyataan dalam 
implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1999 tersebut 
terdapat hambatan yang banyak 
terjadi pada daerah kabupaten pada 
umumnya bahwa Sekretaris Gampong 
yang telah menjadi Pegawai Negeri 
akan merasa bahwa keuchik bukan 
merupakan atasannya, karena sekdes 
merasa diangkat oleh Pemerintah 
Daerah dan kades adalah hasil dari 
pemilihan langsung oleh rakyat. 
Perihal mengenai mutasi pegawai, 
bahwa sekdes ada kemungkinan 
menduduki jabatan sebagai sekdes 
seumur hidupnya. 
Adanya kebijakan 
pengangkatan Sekretaris Gampong 
menjadi Pegawai Negeri Sipil belum 




kepada sistem administrasi gampong. 
Kalau memang awalnya sekretaris 
gampong yang sebelumnya memiliki 
kemampuan dan kinerjanya tidak 
baik, maka setelah diangkat menjadi 
Pegawai Negeri Sipil seharusnya 
terjadi peningkatan kinerja, namun 
kinerjanya tetap akan seperti semula. 
Karena yang diangkat menjadi 
Pegawai Negeri Sipil yaitu orang yang 
sama maka tidak akan memberikan 
jaminan bahwa administrasi gampong 
akan menjadi lebih baik. 
Hal ini akan timbul 
kesenjangan sosial antara sekretaris 
gampong  berstatus Pegawai Negeri 
dengan aparat gampong yang lain 
adalah sebuah konsekuensi yang 
tidak mungkin dihindari. Penyebab 
kesenjangan yang begitu nyata 
terlihat adalah tentang perbedaan 
insentif yang akan diterima sekretaris 
gampong berstatus Pegawai Negeri 
dengan aparat gampong yang lain. 
Oleh karena Sekretaris Gampong 
Pegawai Negeri Sipil akan menerima 
insentif setiap bulan melalui sistem 
penggajian dan tunjangan, yang 
besarnya sudah dapat dipastikan. 
Sedangkan aparat gampong yang lain 
tetap pada kondisi sebelumnya, 
menerima insentif yang besarnya 
tidak menentu.  
Hal ini merupakan sebuah 
ironisme, jika seorang sekretaris 
gampong yang secara struktur 
merupakan bawahan keuchik (kepala 
desa), memperoleh insentif lebih 
besar daripada atasannya. Kondisi ini 
merupakan ancaman bagi stabilitas 
dan harmonisasi penyelenggaraan 
pemerintahan gampong. Selain itu 
status Pegawai Negeri bagi Sekretaris 
Gampong yang baru mengabdi 
kepada dibandingkan dengan 
perangkat desa yang telah mengabdi 
sekian lama untuk desa. 
Hambatan lainnya yaitu 
tentang adanya keinginan agar 
Sekretaris Gampong yang akan 
bertugas di gampong-gampong 
tersebut merupakan orang asli atau 
keturunan masyarakat setempat, 
dengan alasan bahwa sekretaris 
gampong tersebut telah lebih 
mengenal kondisi gampong dan 
dikenal masyarakat, sehingga 
memudahkan adaptasi dengan 
lingkungan kerja. Juga dianggap lebih 





Hambatan lainnya adalah 
secara teoritis akan menyulitkan 
kontrol oleh Keuchik (Kepala Desa) 
terhadap sekretaris gampong, karena 
secara psikologis, sekretaris gampong 
akan lebih taat kepada atasan 
kepegawaiannya, dalam hal ini camat 
atau bupati. Perubahan status 
sekretaris gampong tersebut akan 
berpengaruh kepada aspek 
pembinaan dan hubungan dengan 
atasan sebagai pembina Pegawai 
Negeri Sipil. 
Dualisme atasan bagi 
sekretaris gampong berstatus 
Pegawai Negeri ini tentunya akan 
mempengaruhi loyalitas dan 
koordinasi yang tidak menentu. 
Bahkan posisi keuchik (Kepala Desa) 
cenderung akan dikesampingkan oleh 
sekretaris gampong  berstatus 
Pegawai Negeri, karena tidak dapat 
menggugat status kepegawaian 
sekretaris gampong sebagai Pegawai 
Negeri tersebut. Hal tersebut dapat 
membuka peluang terjadinya konflik 
antara keuchik atau Kepala Desa 
dengan sekretaris gampong dalam hal 
hubungan kerja, apabila tata kerjanya 
tidak diatur dengan rinci dan 
dilaksanakan secara konsisten, 
karena adanya duplikasi komando 
terhadap sekdes. 
Kondisi yang dapat terjadi 
terhadap implementasi kebijakan 
pemerintah pada Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2007, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006  dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2007 yang mengamanatkan 
Sekretaris Gampong (Desa) diisi oleh 
Pegawai Negeri, baik melalui 
pengangkatan Sekretaris Gampong 
menjadi Pegawai Negeri maupun 
penempatan Pegawai Negeri Sipil di 
daerah menjadi Sekretaris Gampong. 
Sejauh mana berbagai keberhasilan 
implementasi kebijakan tersebut, 
semua tergantung kepada 
optimalisasi terhadap berbagai 
dampak positif yang akan terjadi 
dalam implementasi ketentuan 
tentang status PNS bagi sekretaris 
gampong tersebut, dan juga 
tergantung kepada bagaimana 
langkah antisipasi pemerintah 
terhadap berbagai dampak negatif 










Berdasarkan hasil penelitian 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peran dan fungsi Sekretaris 
Gampong di 16 Gampong 
Kecamatan Tanah Jambo Aye 
pasca pengangkatan sebagai 
Pegawai Negeri Sipil sudah 
dijalankan sesuai dengan 
kemampuan yang ada, walaupun 
efektivitas pelaksanaannya belum 
terwujud sebagaimana yang 
diharapkan. Hal ini disebabkan 
karena penyelenggaraan 
administrasi gampong belum 
dijalankan secara profesional baik 
dalam menjalankan tugas 





permusyawaratan gampong serta 
tugas-tugas lain yag dilimpahkan 
oleh Keuchik Gampong masing-
masing. 
2. Faktor yang mempengaruhi 
terhadap efektivitas peran dan 
fungsi Sekretaris Gampong pasca 
pengangkatannya menjadi 
pegawai negeri sipil adalah faktor 
sumber daya manusia yang 
meliputi ilmu pengetahuan          




mencasi sumber dana dan sumber 
daya, serta kemampuan mencapai 
keberhasilan program organisasi 




           Berdasarkan kesimpulan di 
atas, maka disampaikan saran 
sebagai berikut :          
1. Diharapkan kepada 16 Sekretaris 
Gampong dapat menjalankan 
peran dan fungsi di Kecamatan 
Tanah Jambo Aye secara 
profesional dengan memiliki 
kompetensi dalam bidang 
administrasi, sehingga tugas 
pokok dan fungsinya dapat 
diselenggarakan secara efektif. 
2. Diharapkan kepada Camat 
Kecamatan Tanah Jambo Aye 
bersama jajarannya (keuchik dan 
imuem mukim) dapat mencari 






faktor yang mempengaruhi 
terhadap efektivitas peran dan 
fungsi Sekretaris Gampong pasca 
pengangkatannya menjadi 
Pegawai Negeri Sipil dapat 
teratasi dengan baik, sehingga 
dapat memperlancar pelaksanaan 
peran dan fungsinya secara 
maksimal. Diharapkan agar Camat 
Tanah Jambo Aye dapat 
melakukan pendekatan dengan 
berbagai pihak untuk memenuhi 
kebutuhan sarana dan prasarana 
administrasi pemerintahan 
gampong seperti kantor keuchik, 
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